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ABSTRAK 

Indonesia menyediakan dua jalur untuk penyelesaian sengketa utang-

piutang, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa 

utang piutang melalui litigasi adalah melalui kepailitan yang merupakan 

wewenang absolut dari Pengadilan Niaga. Selain itu, Arbitrase dapat menjadi 

alternatif dalam penyelesaian sengketa karena bersifat win-win solution dan lebih 

mengedepankan perdamaian dalam penyelesaiannya, namun diperlukan klausul 

arbitrase agar arbitrase memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara 

tersebut. Permasalahan terjadi apabila sengketa akibat perjanjian yang memuat 

klausul arbitrase diajukan penyelesaiannya melalui kepailitan, sebab terdapat dua 

kewenangan absolut dari kewenangan dari Pengadilan Niaga dan Arbitrase, 

seperti dalam kasus perkara kepailitan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.  

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana 

kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat 

klausul arbitrase dalam perjanjiannya dan menganalisis putusan Nomor 

64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kesesuaiannya dengan peraturan 

perundang-undangan, teori, serta pendapat para ahli.  

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan kewenangan Pengadilan 

Niaga dalam mengadili perkara yang memuat klausul arbitrase dalam 

perjanjiannya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari para 

sarjana mengenai Arbitrase (extra judicial power) dan kewenangan absolutnya 

atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (extraordinary 

power) dalam perkara kepailitan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 menegaskan dalam Pasal 303 bahwa ketika terdapat klausul arbitrase dalam 

sengketa yang diajukan melalui kepailitan, Pengadilan Niaga lah yang memiliki 

kewenangan absolut tersebut. Penulisan Hukum ini merekomendasikan agar para 

pihak yang terikat dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase lebih 

memahami konsekuensi dari adanya klausul arbitrase dan tetap memberi 

penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan kesediaan para pihak untuk 

menyelesaikan terlebih dahulu sengketa yang terjadi melalui arbitrase yang telah 

mereka pilih bersama. Selain itu, Pasal 303 perlu diberikan limitasi yaitu hanya 

debitor yang berada dalam keadaan insolven yang dapat menjadi kewenangan 

Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul 

arbitrase.  

Kata Kunci: Kepailitan, Arbitrase, Klausul Arbitrase, Pengadilan Niaga  
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ABSTRACT 

 

Indonesia has two procedures for the settlement of debt disputes, through 

litigation and non-litigation. One of the litigation settlements of debt disputes is 

through bankruptcy, which is the absolute authority of the Commercial Court. In 

addition, arbitration can be an alternative in dispute settlement because it is a 

win-win solution and prioritizes an amicable solution in its settlement, but an 

arbitration clause is needed so that arbitration has an absolute authority to settle 

the dispute. Problems arise when disputes caused by agreements that contain 

arbitration clauses, are submitted for settlement through bankruptcy, because 

there will be two absolute powers of authority from the Commercial Court and 

Arbitration, as in the bankruptcy case Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.  

This research is intended to determine how far the authority of 

Commercial Court in settling bankruptcy case that contain arbitration clause in 

its agreement and analyze the decision Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst 

regarding its compliance with the laws and regulations, theories, and expert 

opinions.  

This research uses a normative juridical method with descriptive 

analytical research specifications to explain the authority of the Commercial 

Court in settling disputes that contain an arbitration clause in its agreement.  

The results of the study indicate that there are differences of opinion from 

scholars regarding Arbitration (extra judicial power) and its absolute authority 

over the arbitration clause, as well as the absolute authority of the Commercial 

Court (extraordinary power) in bankruptcy cases. The enactment of Law Number 

37 of 2004 confirms in Article 303 that when there is an arbitration clause in a 

dispute filed through bankruptcy, the Commercial Court has absolute authority. 

Therefore, this research recommends that the parties bound by the agreement that 

contains the arbitration clause should understand the consequences of the 

arbitration clause and continue to respect the agreement with the parties' 

willingness to first resolve the disputes that arise through the arbitration that has 

been agreed upon. In addition, Article 303 needs to be limited, which is only 

debtors who are in a state of insolvency who can become the authority of the 

Commercial Court in settling bankruptcy case that contain an arbitration clause. 

  

Keyword: Bankruptcy, Arbitration, Arbitration Clause, Commercial Court 

 

 

 

 

 

 

 


